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ABSTRAK
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Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Judul : Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis

Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan di Se-Kantor Urusan Agama
Se-Kabupaten Nagan Raya)

Pembimbing I  : Drs. Burhanuddin Abd. Gani

Pembimbing Il : Azmil Umur, MA

Kata Kunci : Dispensasi Pernikahan, Anak di Bawah Umur

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kerancuan makna dalam memahami
Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat
minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh
kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Dengan demikian, terdapat
pihak lain selain pengadilan yang dapat memberikan dispensasi pernikahan.
Namun, undang-undang tidak menjelaskannya secara eksplisit tentang pihak
mana saja yang dapat memberikan dispensasi pernikahan. Oleh karenanya,
penulis tertarik untuk meneliti tentang siapa yang memiliki kewenangan
untuk memberikan dispensasi pernikahan dan apa dasar yuridis penolakan
Kantor Urusan Agama Nagan Raya untuk memberikan dispensasi
pernikahan anak di bawah umur. Adapun metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menerangkan
bahwa pihak yang dapat memberikan dispensasi pernikahan adalah
pengadilan. Adapun alasan yuridis penolakan Kantor Urusan Agama untuk
memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur yaitu, pertama
selama masa jabatannya pihak Kantor Urusan Agama tidak pernah
memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, mereka hanya
mengarahkan kepada para calon mempelai untuk mengajukan permohonan
dispensasi pernikahan ke pengadilan. Kedua, tidak adanya aturan secara
eksplisit yang menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama dapat memberikan
dispensasi pernikahan sehingga pihak Kantor Urusan Agama tidak berani
untuk menerapkannya. Ketiga, secara eksplisit hanya pengadilanlah yang
berwenang untuk memberikan dispensasi pernikahan. Keempat, adanya
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa
dispensasi dari pengadilan. Oleh karena PMA sebagai aturan yang
menjalankan undang-undang, maka PMAIlah yang menjadi pedoman aturan
hukum dalam memberikan dispensasi pernikahan.
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TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata

Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan titik di
1 ) V1 pA t
dilambangkan bawahnya
z dengan titik di
2 o b VY ] z
bawahnya
3 & t YA d .
s dengan titik di
4 & $ V4 & gh
atasnya
5 d j Y B f
h dengan titik di
6 T h A it q
bawahnya
7 ¢ kh YY 4 k
8 3 d AR J |
z dengan titik di
9 a Z Y¢ e m
atasnya
10 J r Yo O n
11 J z Y1 0) w
12 o S YV ® h
13 i sy YA ¢ ’
s dengan titik di
14 | o= $ 4 $ y
bawahnya
15 ua d d dengan titik di
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bawahnya

2. Konsonan
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda danHuruf Nama GabunganHuruf
©$ © Fathah dan ya ai
5 O Fathah dan wau au
Contoh:
8= kaifa,
Jds»  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf

sl Fathah dan alifatau ya a

¢ Kasrah dan ya 1
5 Dammah danwau a

Contoh:

= qala

(= rama
3= gila

J58= yaqitlu

4. Ta Marbutah (8)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah ( 3) hidup

Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrahdan

dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati

Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya
adalah h.
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikutioleh kata

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah

maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

ORI

Sudéd al-Madinah al-Munawwarah/

: raudah al-ayfal/ raudatul agfal




al-Madinatul Munawwarah

isJb  : Talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuali
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir,

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran telah menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah
naluri segala makhluk Allah SWT termasuk manusia® Untuk menyatukan
pasangan dalam bingkai syariat maka dilaksanakannya pernikahan. Nikah
merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan
perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewgjiban antara
keduanya.?

Sedangkan dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu
ikatan lahir antara seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan
kehidupan bersama, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat
penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.® Pernikahan sangat dianjurkan
karena pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW sertasuatu i badah.*

Menurut Wahbah a-Zuhaily perkawinan adal ah akad yang membolehkan
terjadinya al-Istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan
watih” dan berkumpul selamawanitatersebut bukan wanitayang diharamkan baik
dengan sebab keturunan atau sepersusuan.®

Berdasarkan Pasal 2 Kompilass Hukum Islam menyatakan bahwa
perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsagon gholidan untuk menaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.® Sedangkan berdasarkan
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan

! Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, Cet. 1V (Jakarta: Kencana, 2010), him. 2.

2 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
him.69.

3 Ibid.

4Wahbah Az-Zuhaili, Figh ISami Wa Adillatahu, (Terj. Abdul Hayyie al-K attani, dkk.),
Cet.l (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 54.

5 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. V
(Jakarta: Kencana, 2014), him. 38.

81bid, him. 43.



bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagal suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang kekal dan bahagia berdasarkan K etuhanan yang Maha Esa.’

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah,
mawaddah dan warahmah.2 Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut,
maka pasangan suami istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing
daam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dapat melahirkan
keharmonisan yang diinginkan bagi setiap pasangan sesuai dengan tuntunan
agama yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.®

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah jika laki-laki
berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Artinya, undang-undang ini
membolehkan anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Di
sis lain, undang-undang terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan batas
umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini
diakomodir dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan atau pun peabat lain yang
ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat
memberikan dispensasi pernikahan kepada anak di bawah umur untuk
mel angsungkan perkawinan.°

Ketidakkonsistenan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang mengatur batasan umur untuk melangsungkan perkawinan
dapat dimaknai sebagal akomodisasi perkawinan di bawah umur. Apalagi dalam
Pasa 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut
maupun dalam penjel asannya tidak disebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar

" Ibid, him. 42

8 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

9 Tihami, Sorahi Sahrani, Fikih Munakahat, Cet. |V (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
him.153.

10 Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



diberikan dispensasi pernikahan, sehingga setiap orang dapat dengan mudah
memperolehnya.

Selain itu, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyebutkan bahwa kewenangan bagi pejabat 1ain selain pengadilan
untuk memberikan dispensasi pernikahan yang ditunjuk oleh orang tuamempela.
Hal ini berarti, pejabat 1ain memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi
pernikahan selain pengadilan, meskipun di dalam Undang-Undang tidak
disebutkan secara jelas pejabat mana yang memiliki kewenangan tersebut.

Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berperan dalam urusan pernikahan,
maka menurut penulis seharusnya pejabat yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah Kantor Urusan Agama
(KUA). Ketidakjelasan tentang pihak lain yang dapat memberikan dispensasi
yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan mengakibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berani
memberikan dispensasi pernikahan meskipun seharusnya dianggap memiliki
kewenangan untuk memberikan dispesasi, meskipun tidak disebutkan secarajelas
di dalam Pasa 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sehingga kewenangan tersebut hanya berada di |embaga peradilan sgja.

Sebagaimana hasil wawancara awal peneliti dengan salah satu kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) Nagan Raya yang menyatakan bahwa Kantor
Urusan Agama (KUA) tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk
memberikan izin atau dispensasi pernikahan kepada pasangan yang di bawah
batas usia nikah atau di bawah umur. Meskipun ada yang mengajukan pernikahan
di bawah umur ke Kantor Urusan Agama (KUA), pihak kantor hanya bisa
memberikan surat penolakan untuk menikahkan pasangan tersebut tanpa ada
solusi lain dari Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri. Sehinggabanyaknyaterjadi
praktek pernikahan di luar ketentuan hukum dan bahkan banyaknya praktek
manipulasi data atau berkas untuk dapat melangsungkan pernikahan agar

mendapatkan buku nikah secara resmi.



Ha ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
masyarakat yang menikah di bawah umur dengan terdapat banyak kekeliruan dan
penyimpangan yang terjadi, seperti proses dalam melengkapi berkas pendaftaran
perkawinan, di mana calon pasangan suami istri yang masih di bawah umur tidak
memiliki surat izin menikah (dispensasi) dari pengadilan, melainkan mereka
mel akukan manipulasi data dengan caramerubah umur di Kartu Keluarga dengan
perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun
alasan kedua calon mempelai tidak mengaukan permohonan dispensasi
perkawinan ke pengadilan adalah karena tidak ingin permasalahan mereka terus
berlanjut. Seperti, pernikahan yang dilaksanakan karena hamil di luar nikah,
melakukan khalwat dan sebagainya yang mengharuskan kedua calon mempelai
menikah dini.

Daam praktiknya, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mengetahui
tentang proses manipulasi data tersebut sehingga buku nikah tetap dikeluarkan.
Oleh karenanya, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) seharusnya memiliki
wewenang untuk memberikan dispensasi perkawinan, sebagaimanayang terdapat
dadam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.yang menjelaskan adanya pihak lain selain pengadilan yang dapat
memberikan dispensasi perkawinan.

Permasalahan tentang pihak yang memiliki wewenang untuk
melaksanakan pernikahan anak di bawah umur merupakan kasus yang sangat
ungent. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti sigpa sgja yang berhak
untuk melaksanakan pernikahan anak di bawah umur. Sehingga penulis akan
menfokuskan penelitian ini dengan judul “Dispensasi Pernikahan Anak Di
Bawah Umur (Analisis Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten
Nagan Raya.”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1

Pihak manakah yang memiliki kewenangan memberikan dispensas
pernikahan anak di bawah umur?
Apa alasan penolakan Kantor Urusan Agama Nagan Raya untuk

memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penélitian

Sesual dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka

penulis mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan

penelitian ini. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

il

Untuk mengetahui pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan
dispensasi pernikahan anak di bawah umur.
Untuk mengetahui alasan penolakan Kantor Urusan Agama dalam

memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini

adal ah sebagal berikut:

1

Secarapraktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta
penjelasan tentang pihak yang memiliki wewenang untuk melangsungkan
pernikahan anak di bawah umur kepada pemerintah Kabupaten Nagan
Rayadan instansi-instansi terkait.

Secarateoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para
peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan
dispensasi pernikahan anak di bawah umur.



E. Pengertian Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan kata-kata dalam
tulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam
tulisanini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah
sebagal berikut:
1. Dispensasi
Pernikahan Secara etimologi, dispensasi berarti pengecualian dari aturan
karena adanya pertimbangan yang khusus atau pengecualian tindakan
berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-
undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.!' Sedangkan nikah
adal ah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
hukum dan gjaran agama.'? Oleh karenanya, dispensasi pernikahan adalah
perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih di
bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.*®
2. Pernikahan di Bawah Umur
Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh
calon mempela pria yang belum berusia 19 tahun dan calon mempelai
wanita yang belum berusia 16 tahun.**
3. Kantor Urusan Agama (KUA)
Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang mel aksanakan sebagian
tugas Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten dan
Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
Adapun Kantor Urusan Agama (KUA) yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Nagan Raya.

1 https://kbbi.web.id/dispensasi, diakses tanggal 10 Desember 2019.

12 https://kbbi.web.id/nikah, diakses tanggal 10 Desember 2019.

13 http://eprints.ums.ac.id/55061/3/BAB %20 .pdf, diakses tanggal 10 Desember 2019.
14 pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.




F. Kagjian Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian ini, penulis akan menguraikan
beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan tema dalam penelitian
saat ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang dispensasi
pernikahan adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Nadhilal Filzah, mahasiswi Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul ““Kewenangan Hakim Menerapkan
Direks Dalam Permohonan Dispensasi Nikah”.*> Penelitian ini membahas
tentang kewenangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah yang telah diatur
dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta
melihat dasar pertimbangan hakim untuk memberikan dispensasi pernikahan dini

Skripsi yang ditulis oleh Bahrul Ulum, mahasiswa Universitas Islam
Negeri Sultan Kasim yang berjudul Perkawinan Di bawah Umur Dalam
Perundang-undangan Di Indonesia Prespektif Hukum Islam”.'® Penelitian ini
membahas tentang ketentuan nikah di bawah umur menurut undang-undang
perkawinan di Indonesia dan menurut perspekti hukum Islam. Penelitian ini
menitikberatkan perundang-undangan yang berlaku pada Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya berfokus pada pengkajian
undang-undang tentang pernikahan dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Hj. Sri Ahyani yang berjudul
“Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Dini Akibat
Kehamilan Di Luar Nikah”.!” Penelitian ini membahas tentang dampak dari
pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinyakehamilan di luar nikah sehingga

15 Nadhilal Filzah, “Kewenangan Hakim Menerapkan Direksi Dalam Permohonan
Dispensasi Nikah”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh, 2018)

16 Bahrul Ulum, “Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia
Prespektif Hukum Islam, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Kasim Y ogyakarta, 2009).

17 Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Dini
Akibat Kehamilan Di Luar Nikah™, Jurnal Wawasan Hukum, VVol. 34, No. 1, Februari 2016.



timbul keharusan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut yang akhirnya
mengakibatkan tingginya permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur di
pengadilan.

Skripsi yang ditulis oleh Amalia Najah, mahasiswi UNISNU yang
berjudul *““Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di
Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)””.18 Penelitian ini membahas
tentang salah satu problematika pernikahan dini adalah karena belum siapnya
seorang anak untuk menikah dan dapat mengakibatkan timbulnya masalah-
masal ah setelah berlangsungnya pernikahan anak di bawah umur tersebui.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Eddy Fadlyana dan Shinta
L arsty yang berjudul ““Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahanya’.*° Penelitian
ini menerangkan bahwa salah satu problem yang timbul dari pernikahan anak di
bawah umur adalah problem dari sudut pandang kesehatan karena pernikahan
anak di bawah umur memiliki banyak sekali efek yang kurang baik, salah satunya
adalah bagi organ reproduksi yang belum matang sempurna. Sehingga dapat
menimbulkan risiko bagi kesehatan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan olen Agus Mahfudin dan
Khoirotul Wagi’ah yang berjudul ““Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap
Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”.?° Jurnal ini menerangkan bahwa
salah satu dampak yang terjadi kepada keluarga yang melangsungkan pernikahan
dini adal ah kurangnyakeharmonisan dalam berkel uarga, banyak terjadi pertikaian
dan perselisihan di antara pasangan muda dan juga hal tersebut yang berdampak
kepada anak yang dilahirkan selamamasa pernikahan serta keluarga besar. Selain
dari padaitu, dampak lain dapat berakibat terhadap psikologi pasangan tersebut.

18 Amali Najah, “Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa
Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)”, (Skripsi Fakultas Syariah, Jepara, 2015)

19 Eddy Fadlyana dan Shinta Larsty,”Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya”,
(Jurnal Kesehatan Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009)

20 Agus Mahfudin dan Khoirotul Wagi’ah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap
Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, (Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1,
April 2016).



Selanjutnya, penelitin yang dilakukan oleh Sofia Hardani yang berjudul
“Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Pada masyarakat Islam Di Kabupaten
Banten”.?! Pendlitisn ini menjelaskan tentang prosedur dalam proses megajukan
dispensasi pernikahan di bawah umur kepada pengadilan untuk di berikan surat
rekomendasi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa terdapat
perbedaan fokus permasalahan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis
saat ini. Penulis saat ini memfokuskan penelitian tentang kewenangan Kantor
Urusan Agama (KUA) dalam memberikan dispensasi pernikahan bagi anak di

bawah umur.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan
untuk melakukan sebuah penelitian yang sangat berpengaruh terhadap validitas
data guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian
yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan
sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.??

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam

meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh

karena penelitian ini bersifat empiris, maka pendekatan penelitian yang

digunakan adalah Yuridis Empiris karena penelitian ini didasarkan kepada

suatu ketentutan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di

lapangan.®

2l Sofia Hardani, “Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Pada masyarakat Islam Di
Kabupaten Banten”, (Jurisprudentie, Val. 4, No. 2, Desember 2017).

22 Burhan Bungen, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah
Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), him. 203.

2 Sorgono Soekanto, Penelitian Hokum Normative suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:
Raja Grafindo, 2001), HIm. 26
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2. Jenis penelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library
research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang
bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat
langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Sedangkan, penelitian
kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian dengan menelaah
teori-teori yang telah berkembang,?* dengan menggunakan buku-buku,

skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

3. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber
data primer yang terdiri dari aturan hukum Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hasil wawancara dengan Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kabupaten Nagan Raya.
Sedangkan, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
merujuk literatur kepustakaan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagal berikut:

a Wawancara sebagai proses memperoleh informasi dari
narasumber dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Wawancara
dilakukan dengan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
yang berada di wilayah Kabupaten Nagan Raya sehingga nantinya

2 Nasir Budiman, Pedoman Penulisan Karya Iimiah, Cet. | (Banda Aceh: Hasanah,
2003), him. 19.
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akan diperoleh data yang diperlukan sebagai sumber untuk diolah
dan dianalisa.

b. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang
berupa percakapan, transkrip, buku-buku, maalah, koran dan
agenda yang yang berkaitan dengan objek penelitian.?®

5. Objektivitas dan Validitas Data
Adapun objektivitas dan validitas data dalam penelitian ini diperoleh dari
hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah
Nagan Raya yang akan direl asikan dengan aturan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Teknik Analisis Data
Andisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,
perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya
(sebab-musabbab, duduk perkaranya dan sebagainya).?® Teknik analisis
data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif

analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi .2’

7. Pedoman Penulisan
Adapun pedoman penulisan yang digunakan penulis pada skripsi ini
dengan menggunakan panduan penulisan skrips tahun 2019 di
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk

terjemahan ayat Al-Qur’an, penulis menggunakan Al-Qur’an dan

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. XXI (Bandung:
Alfabeta CV, 2014), him. 240.

% Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang
Disempurnakan, Cet. 11 (Jakarta: Eska Media, 2003), him. 55.

27 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif (Y ogyakarta: Rake Serasin, 1996), him.
49.
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Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik

Indonesia

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memaparkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan
menguraikan secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok pembahasan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang akan memaparkan tentang
pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian
pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan bab pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini akan
menjelaskan tentang dispensasi pernikahan anak di bawah umur menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meliputi
pengertian dan dasar hukum dispensasi pernikahan, batas umur pernikahan
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan fikih,
serta pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan fikih.

Bab Tiga merupakan bab yang di dalamnya akan membahas tentang
lembaga yang berwenang memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur
yang meliputi praktek pernikahan dini di Nagan Raya, lembaga yang memiliki
wewenang memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, aasan
Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk memberikan dispensasi pernikahan
bagi anak di bawah umur serta analisis penulis.

Bab Empat merupakan bab penutup yang di dalamnya beris tentang

kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini.



BAB DUA
DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

A. Pengertian Dispensasi Pernikahan dan Dasar Hukumnya
1. Pengertian Dispensasi Pernikahan

Kalimat dispensasi pernikahan terdiri dari dua kata yaitu dispensasi dan
pernikahan. Secara etimologi, dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena
adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau
larangan." Menurut Kamus Hukum, dispensasi adalah pengecualian dari aturan
secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari
suatu larangan atau kewajiban.?

Dalam hukum administrasi negara, dispensasi adalah tindakan
pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak
berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.> Menurut C.S.T Kansil
dan Christine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang
menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus
yang diajukan oleh seorang pemohon.*

Sementara, pernikahan secara etimologi adalah menjalin kehidupan baru
dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.”
Sedangkan secara terminologi, pernikahan adalah akad yang membolehkan

terjadinya al-istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan

! Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), him. 335.

2 Sudarsono, Kamus Hukum Edisi Baru, Cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him.
102.

* Ibid,

* C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Kamus Istilah Aneka Ilmu, (Jakarta: Surya
Multi Grafika, 2001), him. 52.

®> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
him. 399.

13
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wathi’ dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan
baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.®

Menurut ulama Muta akhirin, nikah adalah akad yang memberikan
faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara
pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi
pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.” Ulama Hanafiah
mendefinisikan nikah sebagai sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan
untuk bersenag-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki
bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk
dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.®

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.? Menurut Kompilasi
Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaagon
gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah.*

Menurut Akmaluddin Syahputra, pernikahan adalah persekutuan yang
paling kecil antara laki-laki dengan perempuan yang diikat oleh pertalian yang
sah (agad) dan mempunyai sifat yang sangat sakral. Oleh sebab itu, perkawinan
merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. eksistensi institusi

ini adalah melegalkan hubungan antara laki-laki dengan seorang wanita dengan

® Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI,
Cet. V (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), him. 38.

’ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cet. I, (Kencana: Jakarta, 2016), him.
24.

& Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, (terj. Abdul Hayyieal-Kattani,
dkk), Cet.1; (Jakarta:Gema Insani, 2011), him, 39.

® Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

19 pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.
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tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
yang Maha Esa.™

Berdasarkan uraian tersebut, Roihan A. Rasyid memberikan pengertian
istilah bahwa dispensasi pernikahan adalah pemberian izin oleh Pengadilan
Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan
pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita
yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah ini diajukan oleh
pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk
permohonan.*?

Dengan demikian, penulis mendefinisikan bahwa dispensasi pernikahan
adalah legalisasi pelaksanaan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita
dengan alasan-alasan tertentu yang sebelumnya pernikahan tersebut tidak dapat
dilakukan dan tidak dapat diakui secara hukum positif karena tidak memenuhi

syarat yang diatur oleh hukum.

2. Dasar Hukum Dispensasi Pernikahan
Legalisasi penerapan dispensasi pernikahan di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam. Adapun beberapa pasal yang memuat aturan tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7
(1).Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16
(enam belas) tahun;
(2).Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh
kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

11 Akmaluddin Syahputra, Hukum Perdata Indonesia, Cet. | (Medan: Perdana Mulya
Sarana, 2011), him. 41.

12 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1998), him. 32.
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(3).Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua
orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,
berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2)
pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6
ayat (6)."

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 15

(1).Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan
hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai
umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-
kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya
berumur 16 tahun;

(2).Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus
mendapat izin sebagaimana yang diatur daalam Pasal 6 ayat (2),
(3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.**

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban
Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam
Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang
Beragama Islam

Pasal 12
a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan
belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.™

Pasal 13
a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan
calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak
melangsungkan  pernikahan harus mendapat  dispensasi
pernikahan dari Pengadilan Agama;

13 pasal 7 tentang Syarat-syarat Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

14 pasal 15 tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

15 pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.
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b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1)
pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita
kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan
berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk
memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama dapat
memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;

d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon
untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.®

Mengenai permohonan dispensasi pernikahan juga diatur dalam Pasal 4
ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang
merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah
dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang
terletak di Kabupaten/Kota.'” Permohonan dispensasi pernikahan diajukan oleh
orang tua calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia
pernikahan, bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi
pernikahan tersebut dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut
dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan.*®

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan
dispensasi pernikahan bagi anak di awah umur merupakan salah satu yang
diperbolehkan di Indonesia dengan cara mengajukan permohonan dispensasi
pernikahan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah oleh orang tua atau
wali yang bersangkutan, karena anak mereka yang belum mencukupi batas

minimal usia untuk melangsungkan perkawinan.

'® Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

17 pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

'8 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999),
him. 183.
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B. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Fikih

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dengan tujuan
untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki
dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran
Allah SWT dan Rasul-Nya.'® Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an
Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

8555 o&i e Ll 1,0 8055 T 2 T GIS 8 aile e
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan
sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berpikir”. [Q.S. Ar-Rum (30):21]%°

Selanjutnya, dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Al-Qur’an

Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

&) 13850 85 G5 Qa5 Ay 85 0 WS 1) G
D A ) () S ) e &K

Artinya: “Hal manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di
antara kamu.Sesungguhn%/a Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
[Q.S. Al-Hujurat (49):13]*

Pernikahan menurut hukum Islam adalah ikatan lahir batin antara

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu

19 Hamid sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan Pena
Divisi, 2005), him. 37.

2% Kementerian Agama Republik Indonesia, At-Thayyib: Al-Qur’an Transliterasi Per
Kata dan Terjemah Per Kata, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), him. 406.

2! Ibid, him. 517.
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rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-
ketentuan hukum syariat Islam.??> Menurut ulama figih, pernikahan adalah akad
yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang
secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna
mendapatkan kebutuhan biologis.?®

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun pernikahan
secara kumulatif. Adapun rukun pernikahan terdiri dari calon suami dan calon
istri, wali, saksi dan ijab kabul. Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari sighat,
dua calon mempelai dan saksi. Menurut Syafi’iyah, nikah itu terdiri dari sighat,
wali, calon suami-istri dan saksi. Sementara menurut Malikiyyah, rukun nikah
terdiri dari wali, mahar, calon suami-istri dan sighat.**

Dalam diskursus fikih tidak ditemukan batas minimal usia pernikahan,
bahkan dalam kitab-kitab fikih membolehkan pernikahan antara anak laki-laki
dan anak perempuan. Kebolehan menikahkan anak laki-laki dan anak
perempuan disebutkan secara eksplisit ketika membahas tentang kewenangan
wali mujbir dalam mengawinkan anak-anak yang masih kecil maupun

perempuan yang perawan.?> Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

o

G & &3 Uy oo e Al o 200 a9 806 i Ay g 24l o2

L;‘/: Q.-.é,;j‘ :A-u?" dj'g ’(—gf“" dj&«} g_,&&)} ’C)j} LJ) u‘)u_‘ Ls-’ u 73 ”aw\

22 Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam
Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, (Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 4, 2015),
diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/56768-1D-batas-usia-perkawinan-
menurut-fukaha-dan.pdf tanggal 18 Desember 2019.

8 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet. Il (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2005), him. 45.

2% Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis
Perkembangan Hukum lIslam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI,
Cet. V (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), him. 60-61.

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, Cet. | (Jakarta: Kencana, 2006), him. 66.



https://media.neliti.com/media/publications/56768-ID-batas-usia-perkawinan-menurut-fukaha-dan.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/56768-ID-batas-usia-perkawinan-menurut-fukaha-dan.pdf
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Artinya: Dari ‘Aisyah ra. Dia berkata, “Nabi saw menikahiku saat aku berusia 6
tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan tinggal di bani Al Harits bin Al
Khazraj. Aku menderita sakit hingga rambutku menjadi putus. Lalu rambutku
panjang, setelah itu, ibuku Ummu Rumman mendatangiku saat aku berada di
ayunan bersama teman-temanku dan berteriak memanggilku hingga aku datang
kepadanya. Aku tidak tahu apa yang diinginkannya dariku. Dia memegang
tanganku lalu membawaku ke pintu rumah. Nafasku tersenggal-senggal hingga
akhirnya menjadi tenang. Lalu ia megambil sedikit air dan menyapu wajah serta
kepalaku. Kemudia dia memasukkanku ke dalam rumah. Ternyata dalam rumah
itu terdapat wanita-wanita Anshar. Mereka berkata, ‘di atas kebaikan dan
berkah, di atas sebaik-baik keberuntungan’. Ibuku menyerahkanku kepada
mereka. Lalu mereka memperbaiki penampilanku dan tidak ada yang
membuatku terkejut kecuali Rasulullah saw di saat dhuha. Dia pun
menyerahkanku kepadanya dan saat itu aku telah berusia 9 tahun.”
[H.R.Bukhari]*®

Nabi SAW mulai berkumpul dengan ‘Aisyah pada bula Syawal tahun
pertama hijriyah. Pendapat lain mengatakan pada tahun kedua hijriyah. Adapun
kalimat “beliau mengawiniku dan aku berusia enam tahun”, artinya
melangsungkan akad nikah denganku. Sedangkan kalimat “kami tinggal di Bani
Harits bin Al Khazraj”, yakni ketika ‘Aisyah datang ke Madinah bersama

ibunya dan saudara perempuannya Asma’ binti Abu Bakar. 2

%% |bnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Jilid 19: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari,
(Terj. Amiruddin), Cet. Ill, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), him. 374.
#"1bid, him. 376.
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Dalam bab ini terdapat hadits Aisyah ra. Ia berkata “Rasulullah SAW
menikahiku pada saat aku berusia enam tahun, dan memboyongku pada saat aku
berusia Sembilan tahun”, dalam riwayat lain dinyatakan (menikahinya saat
berusia tujuh tahun). Hadits tersebut menegaskan bolehnya seorang ayah
menikahkan puterinya yang masih kecil, tanpa seizing puterinya, sebab tidak
ada kewajiban meminta izin terhadap puterinya. Para ulama juga sepakat tentang
diperbolehkan seorang ayah menikahkan puterinya yang masih kecil dan
perawan berdasarkan hadits ini. Apabila puterinya dewasa/baligh, maka ia tidak
memiliki hak pilih untuk membubarkan pernikahannya. Itu menurut pendapat
Asy-Syafi’i dan seluruh fukaha Hijaz. Sedangkan menurut fukaha Irak, ia
memiliki hak pilih jika sudah dewasa.?®

Adapun selain ayah dan kakek, mereka tidak boleh mengawinkan gadis
yang masih kecil menurut pendapat Asy-Syafi’i, Ats-Tsauri, Malik, lbnu Abi
Laila, Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan mayoritas ulama. Mereka
mengatakan, jika ada yang mengawinkannya, maka perkawinannya tidak sah.
Sementara Al Awza’i, Abu Hanifah dan para ulama lainnya dari kalangan salaf
berpendapat bahwa hal itu (mengawinkan gadis kecil) diperbolehkan untuk para
wali lainnya (selain ayah dan kakek), dan pernikahan itu sah. Namun sang gadis
tersebut memiliki hak pilih, jika sudah dewasa. Tapi Abu Yusuf berkata “ia
tidak hak pilih”.?®

Adapun mengenai malam pengantin dan malam pertama bagi gadis kecil
yang sudah dinikahi, jika suaminya telah membuat kesepakatan dengan walinya
yang tidak memudharatkan si gadis kecil, maka kesepakatan tersebut dapat
dilakukan. Tapi jika terjadi silang pendapat di antara keduanya, maka menurut
Imam Ahmad dan Abu Daud, gadis yang telah berusia Sembilan tahun dapat
dipaksa untuk melakukan malam pengantin tersebut, tapi tidak dengan yang
kurang dari usia tersebut. Semantara menurut Imam Malik, Asy-Syafi’i dan Abu

% Jmam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 9, (Terj. Ahmad Khotib), Cet.I,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2011),him. 584.
% Ibid.
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Hanifah mengatakan bahwa batasan dalam hal itu adalah kemampuan untuk
melakukan hubungan seksual. Dan ini berbeda-beda antara satu perempuan
dengan yang lainnya. Hal ini tidak bisa dipatok berdasarkan usia. Pendapat
inilah merupakan pendapat yang paling benar. Karena di dalam hadits Aisyah
sendiri tidak ada penetapan usia untuk melakukan hubungan suami isteri.*’

Kebolehan menikahkan anak-anak tersebut dilandasi karena tidak adanya
ayat Al-Qur’an maupun hadits yang secara jelas menyebutkan batas usia
pernikahan, yang ada hanya ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan batas usia
tertentu namun tidak khusus untuk pernikahan.** Sebagaimana firman Allah
SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:
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Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara
harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu
memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu)
tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di
antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan
harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu
menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada
mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi
mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. [Q.S. An-
Nisa’ (4): 6].%

%% Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 9, (terj. Ahmad Khotib), Cet.l, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2011),hIm. 585.

® Lihat, Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, “Kesenjangan Ketentuan
Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, diakses melalui http://ejournal.uin-
suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212 tanggal 18 Desember 2019.

*? Kementerian Agama Republik Indonesia, At-Thayyib: Al-Qur’an Transliterasi...,
him. 77.



http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212%20tanggal%2018%20Desember%202019
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212%20tanggal%2018%20Desember%202019

23

Berdasarkan ayat tersebut, ulama fikih berpendapat bahwa perkawinan
mempunyai batas umur yaitu baligh yang dihubungkan dengan penentuan
kedewasaan. Fikih menentukan kedewasaan dengan indikasi datangnya fase
menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Mengenai batas usia
pernikahan para ulama fikih berbeda pendapat, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah
menentukan batas dewasa itu pada saat berusia 15 tahun baik bagi laki-laki
maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai
usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sementara Imam
Malik menetapkan kedewasaan itu jika sudah berusia 18 tahun bagi laki-laki
maupun perempuan.®® Pendapat lain dikemukakan oleh Yusuf Musa yang
dikutip oleh Hasbi As-Shiddieqy menyatakan bahwa kedewasaan itu setelah
seseorang berusia 21 tahun.*

Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator tercapainya tujuan
pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta
jaminan keamanan bagi kehamilan. Guna merealisasikan kemashlahatan,
ketentuan pernikahan dikembalikan pada standarisasi usia calon suami dan istri.
Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan minimal pernikahan secara
definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan dalam berbuat dan
menerima hak.*

Dalam fikih, pernikahan hanya sah dilakukan oleh orang yang baligh,
berakal, dan pintar. Anak kecil dan orang gila tidak sah pernikahannya, sebab

** Lihat, Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, “Kesenjangan Ketentuan
Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, diakses melalui
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212 tanggal 18
Desember 2019.

% Lihat, Hasbi As-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),
him. 241.

® Supriyadi dan Yulkarnain, “Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum
Pidana dan Hukum Islam”, (Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 3, 2009), diakses melalui
http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?datald=11370 tanggal 18 Desember 2019.
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http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212%20tanggal%2018%20Desember%202019
http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=11370
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penikahan merupakan akad serah terima seperti halnya jual beli.*® Hal ini juga
menjadi kesepakatan para ulama mazhab yang menyatakan bahwa berakal dan
baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali
mempelai.*’

Mengenai usia baligh para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil
merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya
pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan
mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi’i dan Hambali
mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.
Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya
dengan bulu-bulu lain yangg ada pada tubuh. * Syafi’i dan Hanbali menyatakan
usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun,
sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara Hanafi menetapkan
usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak
perempuan tujuh belas tahun.*® Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui
bahwa para imam mazhab tidak sepakat terhadap definisi baligh sebagai batas
usia pernikahan.

Oleh karenanya, pernikahan di bawah umur dalam kajian fikih
merupakan sebuah peristiwa terjadinya akad nikah dimana terdapat mempelai
yang belum mencapai usia baligh.** Pernikahan di bawah umur adalah
pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun kedua

mempelai masih kecil. Batasan pengertian kecil disini merujuk kepada beberapa

% Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i, (terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), Cet I,
(Jakarta: Almahira, 2010), him. 457.

3" Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab: Ja fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,
Hambali, (terj. Masykur, dkk), Cet. 13, (Jakarta: Lentera), him, 315.

% 1bid, him, 317.

%% Ibid, him, 318.

40 Hamzah, “Pernikahan di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)”,
(Jurnal ~ Al-Daulah, Vol. 6, No. 1, 2017), diakses melalui http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/4869/4357 tanggal 18 Desember
2019.
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ketentuan fikih, yakni anak yang belum baligh dan secara psikis belum siap
menjalankan tanggungjawab kerumahtanggaan.*

Secara umum, terdapat tiga kategori pendapat fugaha tentang hukum
melaksanakan pernikahan di bawah umur. Pertama, fugaha yang membolehkan
pernikahan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan pernikahan di
bawah umur ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan, karena
jika melakukan hubungan badan dapat menyebabkan dharar, maka hal tersebut
dilarang. Kedua, tidak membolehkan pernikahan di bawah umur secara muthlak
sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar
Al-Asham. Ketiga, pendapat Ibnu Hazm yang membedakan antara pernikahan di
bawah umur anak laki-laki dan anak perempuan. Pernikahan di bawah umur
bagi anak laki-laki dilarang, sedangkan pernikahan di bawah umur bagi anak
perempuan dibolehkan jika dinikahkan oleh ayahnya.**

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa dalam kondisi si perempuan masih
kecil dan dirasa belum siap (baik secara fisik maupun psikis) untuk menjalankan
tanggungjawab hidup berumahtangga, maka walinya menahan untuk tidak hidup
bersama dahulu sampai si perempuan mencapai kondisi yang sudah siap.*?

Oleh karenanya, meskipun pernikahan di bawah umur dibolehkan,
namun untuk menjaga kemashlahatan ada beberapa poin penting yang harus
diperhatikan, yaitu sebagai berikut:**

1. Yang menikahkan adalah walinya. Menurut ulama Syafi’iyah hanya
ayah atau kakek (ayah dari ayah), tidak boleh menikahkan dirinya sendiri
atau oleh wali hakim;

2. Pelaksanaan pernikahan tersebut untuk kemashlahatan mempelai serta

diyakini tidak mengakibatkan dharar bagi mempelai;

*' Lihat, Supriyadi dan Yulkarnain, “Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif
Hukum Pidana dan Hukum Islam”, (Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 3, 2009), diakses
melalui http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?datald=11370 tanggal 18 Desember 2019.
a2
Ibid,
* Ibid,
*“ Ibid,
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3. Tidak dibolehkan melakukan hubungan suami istri sampai tiba masa
yang secara fisik maupun psikologis siap menjalankan tanggungjawab
hidup berumah tangga;

4. Untuk mencegah terjadinya hubungan suami istri pada usia yang masih
kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa para ulama
fikih saling berbeda pendapat dalam hal menetapkan kebolehan pernikahan di
bawah umur bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Sebagian ulama
berpendapat bahwa penentuan kebolehan untuk menikah dilakukan setelah
seseorang dinyatakan baligh dan siap secara fisik maupun psikis guna
melahirkan tingkat kedewasaan bagi masing-masing pihak. Sementara sebagian
ulama membolehkan pernikahan anak di bawah umur dengan merujuk kepada
hadits Rasulullah SAW ketika menikahi Aisyah yang masih berada di bawah
umur. Namun sejatinya, pernikahan di bawah umur menurut fikih dapat
dilaksanakan jika mengandung kemashlahatan dan tanpa melahirkan

kemudharatan di dalamnya.

C. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.* Salah
satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah.*® Perwujudan tujuan perkawinan tersebut,
salah satunya dapat ditentukan berdasarkan usia perkawinan yang didasarkan
kepada pertimbangan kemahlahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan
dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan

*® pasal 1 tentang Dasar Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.
%8 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan.
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bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar tujuan
perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan
mendapat keturunan yang baik dan sehat.*’

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan
salah satu landasan hukum yang digunakan di Indonesia sebagai rujukan ketika
warga megara ingin melangsungkan pernikahan. Tidak hanya tentang dasar-
dasar pernikahan, undang-undang ini mengatur tentang batas usia bagi
seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Batas usia pernikahan menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila sudah
mencapai umur 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri, sesuai
dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak
pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai
usia 16 (enam belas) tahun.*®

Berdasarkan batasan usia tersebut dapat dipahami bahwa undang-undang
tidak menghendaki perkawinan di bawah umur. Meskipun demikian,
perkawinan di bawah umur yang terpaksa dilakukan undang-undang masih
memberikan peluang pelaksanaannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*®

Batasan umur yang tertera dalam undang-undang lebih menitikberatkan
pada pertimbangan dari segi kesehatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam
penjelasan undang-undang tersebut, yaitu undang-undang ini menganut prinsip

bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat

" Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. Il (Jakarta: Rajawali Pers,
2015), hlm. 59.

*8 pasal 7 ayat (1) tentang Syarat-syarat Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.

* Lihat, Abd. Halim dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, “Kesenjangan Ketentuan
Pernikahan di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, diakses melalui
http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1391/1212 tanggal 18
Desember 2019.
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melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara
baik tanpa berakhir kepada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan
sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang
masih di bawah umur.*

Pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan adalah calon suami yang belum berusia 19 tahun dan
calon istri belum berusia 16 tahun. Sebagaimana salah satu syarat legalisasi
pelaksanaan perkawinan di Indonesia hanya diizinkan jika calon suami
mencapai umur 19 tahun dan calon istri telah berumur 16 tahun, sesuai dengan
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur
19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam
belas) tahun.>

Oleh karenanya, seseorang yang hendak menikah namun usianya belum
mencukupi batas minimal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan harus mendapatkan izin dari pengadilan®® atau lembaga yang
berwenang dengan mengajukan permohonan  dispensasi  pernikahan.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal
penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini, dapat dimintakan dispensasi kepada
pengadilan atau penjabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau

pihak wanita.>®

% Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, Cet.
| (Jakarta: Akademika Pressindo,1986), him. 84.

*! pasal 7 ayat (1) tentang Syarat-syarat Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.

°2 Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini
Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, (Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, 2016), him. 39,
diakses melalui http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/107/82 tanggal 18
Desember 2019.

%3 pasal 7 ayat (2) tentang Syarat-syarat Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.
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Perkawinan di bawah umur mempunyai hubungan erat dengan masalah
kependudukan. Kenyataannya, usia yang masih rendah bagi seorang wanita
untuk menikah dapat mengakibatkan laju kelahiran sehingga pertumbuhan
penduduk menjadi tinggi.>* Masalah penentuan usia perkawinan dalam Undang-
Undang Perkawinan bersifat ijtihadhiyah sebagai usaha pembaharuan pemikiran
fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Adapun salah satu rujukan dasar hukum
yang diambil untuk merumuskan pemikiran batasan usia perkawinan adalah
firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 9 yang berbunyi:

| ol sl 5 ) ) sl agile | galA Lalam 4370 26dlA B | ST 51 Gdll (2l
1325 Y 58
Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka
bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang
benar”. [Q.S. An-Nisa’ (4): 9].%°
Ayat tersebut memberikan petunjuk secara umum, tidak secara langsung
menunjukkan nahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia di bawah
ketentuan Undang-Undang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang
dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, rendahnya usia perkawinan dapat
menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan
yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.>®
Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing
mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi
yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem

yang muncul dalam menghadapi liku-liku rumah tangga.”’

>* Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam ..., him. 59.

>> Kementerian Agama Republik Indonesia, At-Thayyib: Al-Qur’an,..., him. 78,

% Lihat, Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. Il (Jakarta: Rajawali
Pers, 2015), him. 60.

> Ibid,
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Namun, perlu diketahui bahwa penentuan batas usia perkawinan oleh
undang-undang yang menyebabkan kebolehan perkawinan di bawah umur
tidaklah bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan
dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun dan sekurang-kurangnya 19 tahun
untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan
keluar dengan adanya permohonan dispensasi perkawinan.”® Sebagaimana yang
dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1)
pasal ini, dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau penjabat lain yang
diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.>®

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan di
bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dapat dilakukan oleh calon pasangan suami istri yang masih berusia
di bawah umur, jika telah mendapatkan izin dari pengadilan atau lembaga lain
yang ditunjuk oleh orang tua atau wali yang bersangkutan, dengan cara
mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syar’iyah agar pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dan diakui

oleh negara guna untuk memudahkan kepentingan administrasi lainnya.

58 B
Ibid,
% pasal 7 ayat (2) tentang Syarat-syarat Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.



BAB TIGA
LEMBAGA YANG BERWENANG MEMBERIKAN DISPENSASI
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneitian dilakukan untuk
memperoleh informasi yang akurat seputar fokus penelitian. Adapun lokasi
penelitian yang dirujuk oleh peneliti saat ini adalah Kantor Urusan Agama yang
terdapat di Kaupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu
Kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini berdiri atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten
Aceh Barat.

Terdapat lima Kantor Urusan Agama di Kabupaten Nagan Raya yang
menjadi rujukan peneliti sebagai lokasi penelitian dengan memiliki beberapa
gampong yang menjadi wilayah hukumnya. Adapun lima Kantor Urusan Agama
yang menjadi lokasi penelitian di Kabupaten Nagan Raya, di antaranya adalah
kecamatan Suka Makmue dengan luas kecamatan 51,56 Km? kecamatan
Seunagan Timur dengan luas kecamatan 251,61 Km? kecamatan Kuala seluas
120,89 sz, kecamatan Beutong seluas 1.017,32 sz, dan kecamatan
Seunagan seluas 56,73 Km?.*

Adapun jumlah penduduk yang terdapat di setiap kecamatannya adalah
kecamatan Suka Makmue sejumlah 9448 Jiwa, kecamatan Seunagan Timur
sejumlah 14320 Jiwa, kecamatan Beutong sejumlah 14765 Jiwa, kecamatan
Kuala sejumlah 21835 Jiwa dan kecamatan Seunagan sejumlah 17034 Jiwa.?
Adapun nama-nama Kepala Kantor Urusan Agama di lima Kecamatan yang
terdapat di Kabupaten Nagan Raya adalah Azharuddin S.Ag sebagai kepala
Kantor Urusan Agama Suka Makmue, Jasman, S.HI sebagai kepala Kantor
Urusan Agama Seunagan Timur, Wildan Mukhallat, S.Th sebagai kepala Kantor

! https://naganrayakab.bps.go.id/publikasi.html, diakses pada tanggal 1 Januari 2020.
? https://naganrayakab.bps.go.id/publikasi.html, diakses pada tanggal 1 Januari 2020.
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Urusan Agama Beutong, Mujahidin, S.Ag sebagai kepala Kantor Urusan Agama

Kuala, dan Ismunadi, S.HI sebagai kepala Kantor Urusan Agama Seunagan.

B. Lembaga yang Memiliki Kewenangan Memberikan Dispensasi
Pernikahan Anak di Bawah Umur

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.® Hukum
positif di Indonesia mengatur tentang batas usia antara laki-laki dan perempuan
yang hendak melangsungkaan pernikahan. Adapun batas usia tersebut telah
dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa batas
usia calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan bagi calon perempuan adalah
16 tahun.

Bagi calon pasangan suami-istri yang belum mencukupi batas minimal
usia pernikahan, maka orang tua atau wali para pihak harus mengajukan
permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan. Dispensasi pernikahan hanya
dapat dilakukan jika para calon suami maupun istri belum mencukupi batas
minimal usia pernikahan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan. Perihal penetapan dispensasi pernikahan pada dasarnya ditetapkan
oleh pengadilan sebagai lembaga peradilan di Indonesia.

Terdapat kerancuan makna bagi para pihak yang berwenang memberikan
dispensasi pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1)
pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang
diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.*

® Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.
* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pihak
lain yang berwenang untuk memberikan dispensasi pernikahan, sebagaimana
penggalan kalimat dalam pasal tersebut yang menyatakan “atau pihak lain yang
diminta oleh kedua orang tua atau pihak wanita”. Oleh karenanya, terdapat
kerancuan makna bagi pihak mana saja yang dapat memberikan dispensasi
pernikahan karena di dalam aturan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit
tentang pihak mana saja yang dapat memberikan dispensasi pernikahan. Untuk
lebih jelasnya, peneliti telah melakukan wawancara dengan masing-masing
Kepala Kantor Urusan Agama di lima Kecamatan yang terdapat di Kabupaten
Nagan Raya.

Adapun pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan dispensasi
pernikahan anak di bawah umur berdasarkan hasil wawancara yang telah
dilakukan dengan Bapak Azharuddin S.Ag., adalah sebagai berikut:

“Pihak yang dapat memberikan dispensasi pernikahan adalah Mahkamah
Syar’iyah. Permohonan dispensasi pernikahan ini dilakukan apabila calon
mempelai belum mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan.
Mengenai batas usia pernikahan sekarang diatur dalam Keputusan Menteri
Agama (KMA) Nomor 20 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas usia
perempuan untuk menikah adalah 21 tahun dan batas usia laki-laki adalah 21
tahun. Sementara Undang-Undang Perkawinan yang lama tidak digunakan lagi.
Mengenai pihak lain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) tidak ada, memang yang berwenang
dalam memberikan dispensasi pernikahan adalah tetap Mahkamah Syar’iyah
sebagai lembaga peradilan”.5

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Jasman, S.HI., adalah sebagai berikut:

“Kantor Urusan Agama tidak dapat memberikan dispensasi pernikahan bagi
calon mempelai yang belum mencukupi batas minimal usia pernikahan. Adapun
yang berhak memberikan dispensasi pernikahan hanya Mahkamah Syar’iyah.
Tugas Kantor Urusan Agama di sini hanya melaksanakan pernikahan dan
melakukan pengawasan pernikahan. Jadi, jika ada calon mempelai yang belum

> Wawancara dengan Bapak Azharuddin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 16 Desember 2019.
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mencapai usia pernikahan (anak di bawah umur), maka Mahkamah Syar’iyah
yang berwenang memberikan dispensasi pernikahan, Kantor Urusan Agama
tidak ada dan tidak pernah memberikan dispensasi pernikahan bagi anak di
bawah umur. Mengenai izin dispensasi pernikahan diberikan jika calon
mempelai perempuan di bawah usia 16 tahun dan calon mempelai laki-laki
belum mencapai usia 19 tahun. Adapun jika dispensasi dikabulkan, para pihak
harus tetap mengisi blangko atau berkas sebagai data di Kantor Urusan Agama
yang digunakan untuk perlengkapan data saja. Mengenai aturan yang lebih jelas
mengatur tentang pihak yang dapat memberikan izin dispensasi pernikahan
selain Mahkamah Syar’iyah itu, saya juga belum mengetahinya, karena belum
pernah ditemukan. Tentang bahasa undang-undang yang menyatakan ‘“atau
pihak lain yang ditunjuk oleh orang tua” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu memang bisa saja pihak Kantor
Urusan Agama yangg berwenang dalam memberikan izin dispensasi pernikahan,
namun sejauh ini persoalan dispensasi pernikahan anak di bawah umur hanya
dapat diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah. Oleh karena itu, Kantor Urusan
Agama tidak pernah memberikan izin dispensasi pernikahan. Mungkin jika
permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah, Kantor
Urusan Agama bisa saja diberikan kewenangan itu, karena segala permasalah
tentang pernikahan adalah diselesaikan di Kantor Urusan Agama. Mengenai
proses pengajuan permohonan dispensasi pernikahan harus melalui Kantor
Urusan Agama dulu, karena segala permasalah pernikahan diselesaikan di
Kantor Urusan Agama dulu. Masyarakat pada umumnya atau orang awam tidak
mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang usia pernikahan,
mereka hanya mengetahui jika sudah baligh bagi perempuan (sudah haidh) bagi
laki-laki (udah khitan) maka sudah boleh nikah. Jadi ketika mereka datang ke
Kantor Urusan Agama dan membawa berkas-berkas untuk keperluan nikah dan
Kantor Urusan Agama memeriksanya, ternyata terdapat calon pengantin yang
masih di bawah umur. Oleh karenanya, Kantor Urusan Agama langsung
mengarahkan kepada pihak wali atau pun siapa yang mendaftarkan nikah harus
datang ke Mahkamah Syar’iyah untuk meminta izin dispensasi pernikahan
karena hal itu hanya dapat diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah”.°

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Wildan Mukhallat, S.Th, adalah sebagai berikut:

“Mengenai pernikahan anak di bawah umur agak sulit dicari pada Kantor
Urusan Agama ini, di sini hanya ada satu saja pernikahan anak di bawah umur
yang terjadi di tahun 2018. Adapun usia calon mempelai laki-laki adalah 16
tahun dan dispensasi pernikahannya dilakukan melalui Mahkamah Syar’iyah

® Wawancara dengan Bapak Jasman, S.HI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Seunagan Timur, Tanggal 16 Desember 2019.
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karena saya pun mulai bertugas di Kantor Urusan Agama ini pada tahun 2018.
Pelaksanaan pencatatan pernikahan mengacu berdasarkan Peraturan Menteri
Agama (PMA), mengenai batas usia pernikahan juga mengacu pada Peraturan
Menteri Agama (PMA), yang mana Peraturan Menteri Agama (PMA) itu
berdasarkan turunan dari undang-undang. Kalau berbicara tentang Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Undang-Undang
Perkawinan yang pertama keluar. Kalau masalah dispensasi pernikahan merujuk
pada Undang-Undang Perkawinan dan sekilas menurut bahasanya pada Pasal 7
ayat (2) yang pada penggalan kalimatnya menyatakan “pihak lain yang ditunjuk
oleh orang tua”, Kantor Urusan Agama dapat memberi izin dispensasi
pernikahan. Namun, bahasanya itu masih gamang masih butuh kepada
penjelasan dan penjelasannya itu menurut saya ada di Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 yang berlaku pada saat itu.
Pada Pasal 4 poin j Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018
tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan bahwa dispensasi dari pengadian
bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon isteri yang
belum mencapai 16 tahun. Jadi, di sana tidak ada lagi bahasa “dan” dan “atau”
maka yang dijalankan itu adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19
Tahun 2018 bukan undang-undang lagi, karena Peraturan Menteri Agama
(PMA) Nomor 19 Tahun 2018 itu yang menjalankan undang-undang. Saat ini
terdapat Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pecatatan
Pernikahan yang pada Pasal 4 huruf j juga menjelaskan dispensasi dari
pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.’

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Mujahidin, S.Ag, adalah sebagai berikut:

“Dispensasi pernikahan dilakukan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah
Syar’iyah bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia pernikahan
yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam penggalan kalimatnya
menyatakan bahwa “pihak lain yang ditunjuk oleh orang tua” mengenai yang
berhak memberikan izin dispensasi pernikahan adalah pengadilan, dalam hal
kata “atau pejabat lain yang ditunjuk” ialah pengadilan itu sendiri tidak ada yang
lain yang berhak atau berwenang dalam memberikan dispensasi pernikahan.
Namun, menurut argumentasi saya makna dalam hal “pejabat yang ditunjuk di
sini” selain dari Mahkamah Syar’iyah adalah Kementerian Agama atau Kantor
Urusan Agama yang berhak dalam memberikan dispensasi pernikahan bagi
calon mempelai yang masih di bawah umur. Akan tetapi, pada penerapannya

" Wawancara dengan Bapak Wildan Mukhallat, S.Th, Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kuala, Tanggal 16 Desember 2019.
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hanya Mahkamah Syar’iyah yang dapat memberikan izin dispensasi pernikahan.
Tapi menurut asumsi saya pribadi lagi selain Mahkamah Syar’iyah tidak ada
yang lain yang berhak memberikan dispensasi nikah. Dispensasi pernikahan
diberikan apabila ada calon mempelai yang mendaftarkan nikah, dan setelah
Kantor Urusan Agama memeriksa berkasnya ternyata ia masih di bawah umur
atau belum sampai umur untuk melangsungkan pernikahan yang diatur oleh
undang-undang walaupun tinggal 2 hari lagi, kami tetap menolaknya untuk
melangsungkan pernikahan. Oleh karena kejadiannya seperti ini, maka Kantor
Urusan Agama langsung mengarahkan calon mempelai tersebut ke Mahkamah
Syar’iyah untuk meminta izin dispensasi pernikahan”.?

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Ismunadi, S.HI, adalah sebagai berikut:

“Pihak yang berwenang untuk memberikan dispensasi pernikahan adalah
pengadilan atau Mahkamah Syar’iyah. Apabila ada yang mendaftarkan
pernikahan yang calon mempelainya masih di bawah umur yakni bagi laki-laki
di bawah 19 tahun dan bagi perempuan di bawah 16 tahun, maka Kantor Urusan
Agama tidak memiliki kebijakan untuk melakukan pencatatan pernikahan, tetap
harus ada izin dari pengadilan. Walaupun ada kasus terpaksa dinikahkan padahal
masih muda seperti kejadian sudah hamil di luar nikah atau apapun itu tetap
harus meminta izin dari pengadilan. Apabila tetap ada yang mendaftarkan tetap
kami tolak dan kami beri N8 untuk penolakan berkas kalau sekarang ini N5
yaitu apabila tidak memenuhi syarat, salah satunya seperti tidak mencukupi
umur tadi. Jadi Kantor Urusan Agama tidak memiliki kebijakan dan
kewenangan dalam hal itu, dan apabila orang tuanya memaksa, maka Kantor
Urusan Agama tetap menolaknya dan menyuruh untuk ke pengadilan dan
meminta izin dispensasi pernikahan. Kalau ada Kantor Urusan Agama yang
tetap melaksanakan pertimbangan dan kebijakan menikahkan calon mempelai
yang masih di bawah umur tanpa izin dispensasi pernikahan, maka Kantor
Urusan Agama tersebut dapat dikenakan sanksi. Hal ini berarti kepala Kantor
Urusan Agama itu tidak tau aturan. Oleh karenanya, izin dispensasi pernikahan

hanya dapat diberikan oleh pengadilan”.9

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa
masing-masing Kepala Kantor Urusan Agama di lima Kecamatan yang terdapat

di Kabupaten Nagan Raya menyatakan bahwa pihak yang dapat memberikan

8 \Wawancara dengan Bapak Mujahidin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Beutong, Tanggal 16 Desember 2019.

® Wawancara dengan Bapak Ismunadi, S.HI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Seunagan, Tanggal 17 Desember 2019.
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dispensasi pernikahan adalah pengadilan dengan argumen yang berbeda-beda.
Menurut Bapak Azharuddin, S.Ag pihak yang dapat memberikan dispensasi
pernikahan hanyalah Mahkamah Syar’iyah sebagai salah satu lembaga peradilan
di Indonesia. Menurut Bapak Jasman, S.HI, pihak yang dapat memberikan
dispensasi pernikahan adalah pengadilan (Mahkamah Syar’iyah) karena selama
ia menjabat Kantor Urusan Agama tidak pernah memberikan dispensasi
pernikahan. Para calon pengantin yang tidak memenuhi batas minimal usia
pernikahan diarahkan oleh pihak Kantor Urusan Agama ke pengadilan untuk
mendapatkan dispensasi pernikahan.

Kemudian, menurut Bapak Wildan Mukhallat, S.Th, pihak yang dapat
memberikan dispensasi pernikahan seyogyanya adalah pengadilan (Mahkamah
Syar’iyah), perihal isi Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan tersebut diberi penjelasan dalam Peraturan Menteri
Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 yang berlaku pada saat itu. Pada Pasal 4
poin j Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 menyatakan
bahwa dispensasi dari pengadian bagi calon suami yang belum mencapai usia 19
tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai 16 tahun. Kemudian, menurut
Bapak Mujahidin, S.Ag, pihak yang dapat memberikan dispensasi pernikahan
adalah pengadilan atau Mahkamah Syar’iyah. Perihal isi Pasal 7 ayat (2) dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut memang
dapat dimaknai oleh pihak lain seperti Kementerian Agama maupun Kantor
Urusan Agama, namun dalam penerapannya dispensasi pernikahan hanya dapat
diberikan oleh pengadilan atau Mahkamah Syar’iyah. Selanjutnya, menurut
Bapak Ismunadi, S.HI pihak yang dapat memberikan dispensasi pernikahan
adalah pengadilan, jika ada Kantor Urusan Agama yang tetap menikahkan kedua
calon mempelai yang masih di bawah umur, maka ia dapat dikenakan sanksi
hukum.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa masing-masing Kepala Kantor

Urusan Agama di lima Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya
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menyatakan bahwa pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan
dispensasi pernikahan adalah pengadilan sebagai lembaga peradilan di

Indonesia.

C. Alasan Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya Menolak
Memberikan Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur

Adapun alasan Kantor Urusan Agama di lima Kecamatan yang terdapat
di Kabupaten Nagan Raya menolak memberikan dispensasi pernikahan anak di
bawah umur berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Azharuddin S.Ag., adalah sebagai berikut:

“Alasan pihak Kantor Urusan Agama menolak memberikan izin untuk anak di
bawah umur karena itu bukan kewenangan pihak Kantor Urusan Agama, dan
dalam undang-undangnya tidak diatur secara jelas bahwa Kantor Urusan Agama
dapat memberikan dispensasi nikah. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama
tidak berani memberikan dispensasi nikah. Perihal yang telah tersebutkan dalam
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
masih terbilang tidak eksplisit. Karenanya, selama ini tidak pernah Kantor
Urusan Agama memberikan dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur,
jika ada masyarakat yang membawa berkas nikah dan belum mencapai umur,
pihak Kantor Urusan Agama langsung mengarahkan untuk datang ke
Mahkamah Syar’iyah untuk meminta izin menikah, pihak Kantor Urusan
Agama tidak berani melakukan hal tersebut. Mengenai ada tidaknya sanksi
hukum bagi Kantor Urusan Agama jika tidak memberikan dispensasi
pernikahan, malahan apabila Kantor Urusan Agama menikahkan anak di bawah
umur itu sudah melanggar aturan perundang-undangan. Jadi, jika Kantor Urusan
Agama menolak untuk memberikan izin dispensasi nikah tidak ada sanksi,
karena tidak ada aturan yang jelas bagi Kantor Urusan Agama untuk

memberikan dispensasi pernikahan tersebut”.*°

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak

Jasman, S.HI., adalah sebagai berikut:

“Alasan Kantor Urusan Agama menolak untuk memberikan dispensasi
pernikahan karena selama ini tidak ada atau belum pernah ada Kantor Urusan

' Wawancara dengan Bapak Azharuddin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 16 Deember 2019.
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Agama yang mengeluarkan dispensasi pernikahan. Seyogyanya yang melakukan
dispensasi pernikahan hanyalah pengadilan. Adapun kebiasaan para calon
pengantin yang melakukan pernikahan di bawah umur adalah dengan alasan
kejadian hamil di luar nikah yang dilakukan oleh masyarakat tanpa
memberitahukannya terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama dan pernikahan
yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau disebut nikah sirih. Adapun
pernikahan di bawah umur yang dilakukan dengan rasa sama-sama saling rela
bukan dengan alasan suatu kejadian yang mengharuskan menikah dini itu jarang

ditemukan”.*

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Wildan Mukhallat, S.Th, adalah sebagai berikut:

“Alasan Kantor Urusan Agama menolak memberikan dispensasi perniakahan
adalah yang berwenang untuk menolaknya adalah pengadilan karena
pengadilanlah yang berwenang untuk memberikan izin menikah bagi yang
belum mencapai umur. Mengenai pengajuan dispensasi nikah itu boleh langsung
diajukan ke Mahkamah Syar’iyah atau boleh melalui Kantor Urusan Agama.
Mengenai alasan pengajuan dispensasi nikah itu berasal dari calon mempelai itu
sendiri karena itu merupakan kepentingan bagi calon mempelainya, artinya
Kantor Urusan Agama hanya memberi arahan saja. Oleh karenanya, jika ada
masyarakat yang mendaftarkan nikah anak yang masih di bawah umur, maka
Kantor Urusan Agama berhak untuk menolak atau membatalkan untuk
melakukan pencatatan nikah, namun yang berwenang untuk menolaknya adalah
pengadilan karena pengadilanlah yang berwenang untuk memberikan izin
menikah bagi yang belum mencapai umur”.*?

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Mujahidin, S.Ag, adalah sebagai berikut:

“Alasan Kantor Urusan Agama menolak memberikan dispensasi pernikahan
adalah menurut asumsi saya, selama saya bekerja di Kantor Urusan Agama tidak
ada yang memberikan dispensasi nikah selain dari pengadilan. Dispensasi
pernikahan dilakukan apabila calon mempelai belum mancapai umur untuk
melangsungkan pernikahan, maka berhak untuk meminta dispensasi nikah ke
pengadilan, dan tidak ada pejabat lain yang berhak atau berwenang untuk
memberikan izin dispensasi nikah, karena kalau Kantor Urusan Agama pun
yang melakukannya harus ada izin dari pengadilan juga. Oleh karena itu, para

" Wawancara dengan Bapak Jasman, S.HI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Seunagan Timur, Tanggal 16 Desember 2019.

'2 Wawancara dengan Bapak Wildan Mukhallat, S.Th, Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kuala, Tanggal 16 Desember 2019.
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pihak yang bersangkutan langsung kami arahkan ke pengadilan untuk meminta
dispensasi pernikahan”.13

Selanjutnya, hasil hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak
Ismunadi, S.HI, adalah sebagai berikut:

“Alasan Kantor Urusan Agama menolak memberikan dispensasi pernikahan
karena Pejabat lain itu tidak dapat member dispensasi nikah selain pengadilan,
kecuali apabila yang perempuan belum mencapai usia 16 tahun dan yang laki-
laki belum mencapai usia 19 tahun itu harus ada surat izin dari orang tua, atau
dari wali. Itu tidak diatur dalam aturan undang-undang ini, itu diatur di dalam
aturan Kementrian Agama lagi. Karena kita tidak mutlak hanya berpatokan
kepada undang-undang saja, karena setelah undang-undang ada aturan
turunannya lagi, apabila tidak jelas di undang-undang ada diatur dalam
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri Agama
dan Surat Edaran. Yang jelas dispensasi pernikahan hanyalah kewenangan

pengadilan makanya Kantor Urusan Agama menolak untuk memberikan
5 14

dispensasi pernikahan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-
masing Kepala Kantor Urusan Agama di lima Kecamatan yang terdapat di
Kabupaten Nagan Raya menolak memberikan dispensasi pernikahan bagi anak
yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan karena selama ini
belum ada aturan khusus yang mengatur dan menjelaskan bahwa Kantor Urusan
Agama boleh atau memiliki wewenang untuk memberikan dispensasi
pernikahan karena seyogyanya hanya pengadilanlah yang berwenang dan diatur
secara eksplisit dalam aturan perundang-undangan untuk memberikan dispensasi

pernikahan.

D. Analisis
Dispensasi pernikahan adalah legalisasi pelaksanaan pernikahan antara

seorang pria dan seorang wanita dengan alasan-alasan tertentu yang sebelumnya

 Wawancara dengan Bapak Mujahidin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Beutong, Tanggal 16 Desember 2019.
" Wawancara dengan Bapak Ismunadi, S.HI, Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Seunagan, Tanggal 17 Desember 2019.
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pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan dan tidak dapat diakui secara hukum
positif karena tidak memenuhi syarat yang diatur oleh hukum. Permohonan
dispensasi pernikahan dapat diajukan karena laki-laki maupun perempuan yang
ingin melangsungkan pernikahan belum memenuhi batas minimal usia
pernikahan yang diatur oleh undang-undang. Permohonan dispensasi pernikahan
dapat diajukan oleh orang tua maupun wali para pihak yang bersangkutan ke
pengadilan yang berwenang sesuai dengan wilayah yurisdiksinya.

Perihal lembaga yang berwenang untuk memberikan dispensasi
pernikahan seyogyanya adalah pengadilan yang diatur secara eksplisit dalam
peraturan perundang-undangan. Namun, jika diperhatikan secara seksama dalam
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat
minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua
orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Berdasarkan penggalan kalimat dalam pasal tersebut yang menyatakan
bahwa “...atau pejabat lain yang diminta kedua orang tua...” dapat diketahui
bahwa undang-undang memberikan wewenangan kepada pihak lain selain
pengadilan untuk memberikan dispensasi pernikahan. Namun, pihak lain
tersebut tidak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang terhadap siapa saja
yang dapat memberikan dispensasi pernikahan. Bisa jadi pihak tersebut
dimaknai dengan Kantor Urusan Agama maupun lembaga lain yang ditunjuk
oleh kedua orang tua calon mempelai. Oleh karenanya, terdapat kerancuan
dalam memaknai pihak yang berwenang dalam memberikan dispensasi
pernikahan selain pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mewawancarai
Kepala Kantor Urusan Agama di lima Kecamatan yang terdapat di Kabupaten
Nagan Raya diketahui bahwa pihak yang berwenang untuk memberikan

dispensasi pernikahan adalah pengadilan dan tidak ada lembaga lain yang
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berwenang selain pengadilan karena pengadilan sebagai lembaga peradilan di
Indonesia.

Adapun alasan yang diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di
lima Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya adalah karena selama
masa jabatannya, pihak Kantor Urusan Agama tidak pernah memberikan
dispensasi pernikahan bagi pasangan calon suami maupun istri yang ingin
melangsungkan pernikahan namun belum mencukupi batas usia untuk menikah.
Pihak Kantor Urusan Agama hanya mengarahkan kepada para pihak untuk
mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan setelah pihak
Kantor Urusan Agama memeriksa secara menyeluruh berkas calon mempelai
yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Selain dari pada
itu, tidak adanya aturan secara eksplisit menjadi salah satu alasan Kantor Urusan
Agama tidak berani untuk memberikan dispensasi pernikahan karena hanya
pengadilan yang diatur secara eksplisit berwenang memberikan dispensasi
pernikahan.

Perihal isi Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan tersebut diberi penjelasan dalam Peraturan Menteri Agama
(PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan yang berlaku pada
saat itu. Pada Pasal 4 poin j Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun
2018 tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan bahwa dispensasi dari
pengadian bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon
isteri yang belum mencapai 16 tahun. Hal ini juga selaras dengan aturan pada
Pasal 4 huruf j Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Perkawinan yang menyatakan bahwa dispensasi dari pengadilan bagi
calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pihak yang berwenang untuk

memberikan dispensasi pernikahan adalah pengadilan sebagai lembaga
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peradilan di Indonesia. Adapun alasan Kantor Urusan Agama menolak untuk
memberikan dispensasi pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama tidak pernah memberikan dispensasi pernikahan
selama masa jabatannya, pihak Kantor Urusan Agama hanya
mengarahkan para calon pengantin yang belum cukup umur untuk
mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan;

2. Tidak adanya aturan secara eksplisit bahwa Kantor Urusan Agama
berwenang untuk memberikan dispensasi  pernikahan, hanya
pengadilanlah yang secara jelas dapat memberikan dispensasi
pernikahan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Penolakan dispensasi pernikahan oleh Kantor Urusan Agama juga
didasari adanya aturan yang terdapat pada Pasal 4 poin j Peraturan
Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa
dispensasi dari pengadian bagi calon suami yang belum mencapai usia
19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai 16 tahun. Aturan
hukum ini telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang pada
intinya juga menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 19 Tahun 2018. Oleh karena secara eksplisit tidak ada lagi
bahasa “dan” dan “atau”, maka aturan yang dijalankan adalah Peraturan

Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 bukanlah undang-undang.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan

memberikan beberapa kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah adalah

sebagai berikut:

1. Pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi

pernikahan anak di bawah umur adalah pengadilan sebagai lembaga

peradilan di Indonesia.

2. Adapun alasan penolakan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Nagan

Raya untuk memberikan dispensasi pernikahan anak di bawah umur

yaitu adalah sebagai berikut:

a.

b.

Selama masa jabatannya pihak Kantor Urusan Agama tidak
pernah memberikan dispensasi pernikahan bagi anak di bawah
umur yang ingin melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, pihak
Kantor Urusan Agama hanya mengarahkan kepada para calon
mempelai tersebut untuk mengajukan permohonan dispensasi
pernikahan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.
Tidak adanya aturan secara eksplisit yang menyatakan bahwa
Kantor Urusan Agama dapat memberikan dispensasi pernikahan
bagi anak di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan
sehingga pihak Kantor Urusan Agama tidak berani untuk
memberikan dispensasi pernikahan.

Secara eksplisit hanya pengadilanlah yang berwenang untuk
memberikan dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur
yang ingin melangsungkan pernikahan, hal ini sebagaimana yang
telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

44



45

d. Penolakan dispensasi pernikahan oleh Kantor Urusan Agama
juga didasari adanya aturan yang terdapat pada Pasal 4 poin j
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang
menyatakan bahwa dispensasi dari pengadian bagi calon suami
yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon isteri yang
belum mencapai 16 tahun. Aturan hukum ini telah mengalami
perubahan menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun
2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang pada intinya juga
menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19
Tahun 2018. Oleh karena secara eksplisit tidak ada lagi bahasa
“dan” dan “atau”, maka aturan yang dijalankan adalah Peraturan

Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis akan
memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak legislatif yang merumuskan undang-undang, diharapkan
untuk lebih memperhatikan mekanisme pengaturan dan penyusunan
perundang-undangan pasal demi pasal secara jelas agar tidak
menimbulkan kerancuan makna dalam memahami pihak mana saja yang
diberikan wewenang untuk memberikan dispensasi pernikahan.

2. Bagi pihak Kantor Urusan Agama Nagan Raya diharapkan untuk lebih
membaca dan menelaah kembali aturan hukum di Indonesia khususnya
tentang kewenangan dispensasi pernikahan agar dapat menambah kajian
ilmu seputar pencatatan pernikahan.

3. Bagi pihak Kantor Urusan Agama Nagan Raya diharapkan untuk dapat
mengadakan sosialisasi hukum seputar keharusan mengajukan dispensasi
pernikahan bagi calon mempelai yang belum mencukupi batasan usia

pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974 tentang Perkawinan guna menambah wawasan bagi orang tua yang

hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
Presiden Republik Indonesia,
Meritntsang

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila séita cita-cita untuk peémbinaan hukum nasional, péflu adanya Undang-undang
tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :
1. Pasal § ayat (1), Pasai 20 ayat (1), Pasai 27 ayat (1) dan Pasal 2§ Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: UNDANG-UNDANG. TENTANG PERKAWINAN.

BAB |
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan latah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2
(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya
boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh
fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-
undang inf, maka ia wajib mengajukarn permohonarn kepada Pengaditan di daerah tempat tinggainya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 5 -
b. isteri mendapat cacat badan atau penyaki(hng tidak dapat disembuhkan; =
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal §
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(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-
undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari isterifisteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperiuan-keperiuan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isterifisteri-
isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak
ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang periu
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BABII
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6
(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat
izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan
kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang
tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua arang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya,
maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah
seorang atau lebih diantara mereka Udak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat
tinggal orang yang akan mel: inan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah
febih dahulrmdmgaromng—omngtersebutdaiam ayat (2}, (3) dan (4) pasat ini.

(6) Ketemuan mrsebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini beilaku sepanjang hukum masing-masing agamanya
dan rcayaannya ftu dar yang bersangkutan fidak menentikan fain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain
yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4)
Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal int dengan tidak
mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasat 8
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang
tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri
lebih dari seorang;
f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut
pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
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(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

g) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memeriukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan
emerintah

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERUSEKRETARIS

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS .
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM:

4. Bagi suatii Negara dan Bangsa sepeffi indonesia adalah mifiak adanya Undang-tindang Perkawinan Nasional yang
sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan
dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi betbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti

a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum
Adat;

b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;

c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S.
1933 Nomor 74);

d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;

e. bagi orang-orang Timur Asing fain4ainnya dan warganegara indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut
berlaku hukum Adat mereka;

f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka
berlaku Kitab. Undang-undang Hukum Perdata.

3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak
harus dapat mewttjudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-tundang Dasar 1945, sedangkan
di lain fihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang
Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Keper-
cayaannya itu dari yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang
berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang- undang ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagiagan kekal. Untuk itu suami isteri periu saling membantu
dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesqahteraan
sprituil dan material.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan keperceyaannya ity; dan disamping ity tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut
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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PENCATATAN PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan
kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi
umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan
perkawinan;

bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pencatatan Nikah sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat
sehingga perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sébagaimana
dimaksud dalam buruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang
Pencatatan Perkawinan;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik
Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun
1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di



)

(3)

(1)

(2)

3)

Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Kepala KUA Kecamatan.

Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui tahapan:

a. pendaftaran kehendak perkawinan;

b. pengumuman kehendak perkawinan;

c. pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan

d. penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.

BAB II
PENDAFTARAN KEHENDAK PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 3

Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA
Keécamatan tempat akad dilaksanakan.

Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan
perkawinan.

Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan
dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon
pengantin harus mendapat surat dispensasi dari

camat tempat akad dilaksanakan.

Bagian Kedua

Persyaratan Administratif

Pasal 4

Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi

formulir pendaftaran dan meclampirkan:



° a0 o

surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat
tinggal calon pengantin;

fotokopi akte kelahiran;

fotokopi kartu tanda penduduk;

fotokopi kartu keluarga;

surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan
setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar
wilayah kecamatan tempat tinggalnya;

persetujuan kedua calon pengantin;

izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin
yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang
mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua 6rang
tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g
meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu;
izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan
pengampu tidak ada;

dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang
belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam
belas) tahun;

surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon

mempelai anggota tentara nasional Indonesia/

kepolisian Republik Indonesia;

penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi
suami vang hendak beristri lebih dari seorang;

akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku
pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya
terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
akta kematian atau surat keterangan kematian
suami/istri dibuat oleh lurah/ kepala desa atau

pejabat setingkat bagi janda/ duda ditinggal mati.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1153

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

-

Achimad Gunaryo
?NIP. 1962@8101991031003



Gambar. 1.1.Wawancara dengan Bapak Azharuddin, S. Ag, Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Suka Makmur, Tanggal 16 Desember
2019

Gambar. 1.2.Wawancara dengan Bapak Jasman, S. HI, Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Seunagan Timur, Tanggal 16 Desember 2019



Gambar. 1.3.Wawancara dengan Bapak Wildan Mukhallat, S. Th, Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Tanggal 16 Desember
2019

Gambar. 1.4. Wawancara dengan Bapak Mujahidin, S. Ag, Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Beutong, Tanggal 16 Desember 2019



Gambar. 1.5.Wawancara dengan Bapak Ismunadi, S. HI, Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Seunagan, Tanggal 17 Desember 2019
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15.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama
Tempat/Tgl. Lahir
NIM

Jenis Kelamin
Pekerjaan

IPK

Alamat

Status Perkawinan
Agama
Kebangsaan

. E-mail

No. Hp

Nama Orang Tua

a. Ayah

b. lbu

Pekerjaan Orang Tua
a. Ayah

b. lbu

Pendidikan

a. SD

b. SMP

c. SMA

d. Perguruan Tinggi

: Zuhrizal Fazli

. Kuta Kumbang, 12 November 1997
: 150101010

. Laki-laki

: Mahasiswa

: 3.26

: Lamreung, Aceh Besar

: Belum Menikah

- Islam

- WNI

: Zuhrizal.nayoga@gmail.com
: 082281009106

. Syarwani
: Rosmawati

: PNS
: Ibu Rumah Tangga

: SDN. sapek

: MTsN Jeuram

: MAS Ruhul Islam Anak Bangsa
: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 15 Januari 2020

Zuhrizal Fazli
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